SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
perekonomian saat ini dan dalam rangka upaya
peningkatan kinerja, maka standar penghasilan,
tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang
kegiatan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16
Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan, Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan,
Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang
Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan
Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang ...



-0 -

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60357)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun ...
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Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
Nomor 1);

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2017
tentang Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan
dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 16),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan,
Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang
Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan,

Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor

16) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Bupati Majalengka:

a. Nomor 21 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 Nomor 24);

b. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 2);

c. Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 9),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan berupa pakaian dinas
dan atribut.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa
kendaraan perorangan dinas.

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan
transportasi.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan
Perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

(3) Pemberian ...
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Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta
standar harga sewa di Daerah.

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) setiap bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp21.500.000,00
(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan;

c. Anggota DPRD sebesar Rpl7.640.000,00
(tujuh belas juta enam ratus empat puluh
ribu rupiah) setiap bulan.

Bagi suami dan/atau istri yang menduduki

jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota

DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan

salah satu Tunjangan Perumahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami

atau istrinya menjabat sebagai Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang

sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang

diberhentikan  sementara  tidak  diberikan

Tunjangan Perumahan dan tunjangan

transportasi.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD dikenakan PPh Pasal 21 yang

tidak dibebankan pada APBD.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 9

Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD

disediakan dalam bentuk kendaraan perorangan

dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau diberikan dalam bentuk uang:
sebesar:

a. Ketua DPRD sebesar Rp22.100.000,00 (dua
puluh dua juta seratus ribu rupiah) setiap
bulan.

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp21.100.000,00
(dua puluh satu juta seratus ribu rupiah)
setiap bulan.

Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD

diberikan dalam  bentuk  uang sebesar

Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus

ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Tunjangan ...




(3) Tunjangan transportasi dimaksudkan untuk
mendukung mobilitas Anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
jabatan.

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang diterima oleh Anggota DPRD
dikenakan PPh Pasal 21 yang tidak dibebankan
pada APBD.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka
2 dan angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.

5. Selisih tunjangan kesejahteraan yang timbul akibat
Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

RITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 4
\\‘P‘H Kag

esuai dengan aslinya,
KEPARA RAGIAN HUKUM

NIP 19651225 198503 1 003
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